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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi
Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pemberian
Penghargaan bagi Setiap Orang yang Berjasa dalam

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
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Menetapkan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

5. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor S5 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan
Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 973);

6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
SETIAP ORANG YANG BERJASA DALAM PELAKSANAAN
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan
kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan
mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan
darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana,
atau kondisi membahayakan manusia.

Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian
kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan
Pertolongan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi
Pencarian dan Pertolongan.

Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan adalah
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau pejabat
yang ditunjuk oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan dan bertanggung jawab untuk
mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan
pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi,
serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang
kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan
Pertolongan.

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan.

Tim Penilai adalah tim penilai usulan pemberian
penghargaan yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan
surat keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan dan bertugas mempelajari, meneliti, dan

mengkaji usulan pemberian penghargaan.
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8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah
lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pencarian dan Pertolongan.

9. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat
adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam
rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber
daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang
diperlukan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan.

10. Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan yang
selanjutnya disebut Pelatihan Teknis adalah proses
penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau
keahlian sumber daya manusia Potensi Pencarian dan
Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi

Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memberikan
penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dalam membantu

pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3
Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan sebuah bentuk apresiasi dan motivasi yang
diberikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
kepada setiap orang atas prestasi luar biasa atau jasa besar

dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB II
JENIS PENGHARGAAN

Pasal 4
Penghargaan yang diberikan oleh Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berupa:
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piagam; dan/atau

bantuan.

Pasal 5
Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
merupakan surat resmi yang berisi pernyataan dan
peneguhan atas jasa yang diberikan dalam pelaksanaan
Operasi Pencarian dan Pertolongan.
Piagam  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangi oleh Kepala Badan.
Dalam keadaan tertentu Kepala Badan dapat
mendelegasikan penandatanganan dan penyerahan
piagam kepada Kepala Kantor setelah mendapat
persetujuan dari Deputi Bidang Operasi Pencarian dan
Pertolongan dan Kesiapsiagaan.
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan kejadian kecelakaan, bencana, dan/atau
kondisi membahayakan manusia yang mendapat
perhatian masyarakat hanya pada tingkat daerah
setempat.
Format piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,

terdiri atas:

a.
b.

(1)

uang; dan/atau

barang.

Pasal 7
Bantuan berupa uang dan/atau barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat diberikan kepada
setiap orang yang berjasa dalam keberhasilan
pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan selain
Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia,

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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